PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 15/PERMENTAN/KR.100/4/2018

TENTANG
TINDAKAN KARANTINA HEWAN

DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk memberikan kemudahan pelayanan dan
kelancaran arus barang di tempat pemasukan dan/atau
pengeluaran, tindakan karantina hewan dapat dilakukan
di luar tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, baik di
dalam maupun di luar instalasi karantina sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip karantina hewan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa tindakan karantina hewan di luar tempat
pemasukan dan pengeluaran, dapat diperhitungkan
sebagai bagian dari proses pelaksanaan tindakan
karantina di instalasi karantina, tempat pemasukan,
atau tempat pengeluaran,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59
ayat (3), dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Tindakan Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan
dan Pengeluaran;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3482);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/
PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama
Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi
Media Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 307);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
94 /Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1370);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Menetapkan

10.

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1243);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/
KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2030);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/
KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
755);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TINDAKAN
KARANTINA HEWAN DI LUAR TEMPAT PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mencegah HPHK masuk ke, tersebar di, dan/atau
keluar dari wilayah negara Republik Indonesia.

Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya
disingkat HPHK adalah semua hama, hama penyakit dan
penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional
dan perdagangan internasional serta menyebabkan
gangguan kesehatan masyarakat veteriner yang dapat
digolongkan menurut tingkat resikonya.

HPHK Golongan I adalah HPHK yang mempunyai sifat
dan potensi penyebaran penyakit yang serius dan cepat,
belum diketahui cara penanganannya, belum terdapat di
suatu Area atau wilayah Republik Indonesia.

HPHK Golongan 1II adalah HPHK yang potensi

penyebarannya berhubungan erat dengan lalu lintas



10.

11.

12.

13.

14.

Media Pembawa, sudah diketahui cara penanganannya
dan telah dinyatakan ada di suatu Area atau wilayah
Republik Indonesia.

Media Pembawa HPHK yang selanjutnya disebut Media
Pembawa adalah Hewan, BAH, HBAH, dan/atau Benda
Lain yang dapat membawa HPHK.

Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik
yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH
adalah bahan yang berasal dari Hewan yang dapat diolah
lebih lanjut.

Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat
HBAH adalah BAH yang telah diolah.

Benda Lain adalah Media Pembawa yang bukan tergolong
Hewan, BAH, dan HBAH yang mempunyai potensi
penyebaran HPHK.

Produk Hewan adalah BAH dan HBAH yang ditetapkan
sebagai Media Pembawa.

Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Instalasi Karantina adalah suatu bangunan berikut
peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang
diperlukan sebagai tempat untuk melakukan Tindakan
Karantina.

Tempat Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya
disebut Tempat Tindakan Karantina adalah suatu tempat
berikut prasarana dan sarana yang dipergunakan sebagai
tempat melakukan Tindakan Karantina di luar Instalasi
Karantina yang berada di luar Tempat Pemasukan
dan/atau Tempat Pengeluaran.

Area adalah daerah dalam suatu pulau, pulau, atau
kelompok pulau di dalam negara Republik Indonesia
yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK.
Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah
pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan
penyeberangan, bandar wudara, kantor pos, pos

perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan
dan/atau mengeluarkan Media Pembawa.

Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan
Media Pembawa ke suatu tempat di dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Negara Transit adalah suatu negara tempat singgah
sementara alat angkut di suatu pelabuhan dalam
perjalanan yang membawa Media Pembawa sebelum
sampai di pelabuhan yang dituju.

Tempat  Asal adalah tempat dimana Hewan
dibudidayakan, dipelihara, ditangkar atau habitatnya
dan tempat-tempat pengumpulan, pengolahan atau
pengawetan BAH, HBAH atau Benda Lain.

Tempat Tujuan adalah tempat dimana Hewan, Produk
Hewan, atau Benda Lain akan dituju sebagai tempat
tujuan akhir yang berada di luar Tempat Pemasukan
dan/atau berada di luar Instalasi Karantina sebelum
dilakukan pembebasan.

Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik
adalah orang atau badan hukum yang memiliki Media
Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas
pemasukan, transit, atau pengeluaran Media Pembawa.
Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut
Petugas Karantina adalah pegawai negeri tertentu yang
diberi tugas untuk melakukan Tindakan Karantina.
Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya
disebut Dokter Hewan Karantina adalah dokter hewan
yang ditunjuk oleh Menteri untuk melaksanakan
Tindakan Karantina.

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang
selanjutnya disingkat UPTKP adalah unit pelaksana
teknis di lingkungan Badan Karantina Pertanian, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan Karantina Pertanian.



(1)

(2)

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar
pelaksanaan Tindakan Karantina di luar Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mencegah risiko
masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK serta untuk
memberikan kemudahan pelayanan dan kelancaran lalu
lintas Media Pembawa di Tempat Pemasukan dan Tempat

Pengeluaran.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

(1)

(2)

Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Tempat Tindakan
Karantina;

Pelaksanaan Tindakan Karantina di luar Tempat
Pemasukan dan Tempat Pengeluaran; dan

Biaya Jasa Tindakan Karantina.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENETAPAN
TEMPAT TINDAKAN KARANTINA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Setiap Media Pembawa yang dimasukkan, dibawa atau
dikirim dari suatu Area ke Area lain di dalam, dan/atau
dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia
dikenakan Tindakan Karantina.

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Petugas Karantina di Tempat Pemasukan
dan/atau Tempat Pengeluaran, baik di dalam maupun di

luar Instalasi Karantina.



(1)

(2)

Pasal 5

Dalam hal tertentu, Tindakan Karantina sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan di luar Tempat

Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran baik di dalam

maupun di luar Instalasi Karantina.

Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan Tindakan Karantina jika:

a. Media Pembawa memerlukan Tindakan Karantina
intensif, perlakuan tertentu, dan/atau Tindakan
Karantina lebih lanjut;

b. tersedia Petugas Karantina; dan

c. disetujui oleh Dokter Hewan Karantina di Tempat

Pemasukan dan/atau Tempat Pengeluaran.

Pasal 6

Tindakan Karantina di dalam Instalasi Karantina sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), serta persyaratan dan tata

cara penetapan Instalasi Karantina dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 7
Tindakan Karantina di luar Instalasi Karantina
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan
di Tempat Tindakan Karantina.
Tempat Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa kandang, gudang atau tempat
penyimpanan, dan tempat produksi.
Tempat Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Menteri dalam menetapkan Tempat Tindakan Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam
pelaksanaannya dimandatkan kepada Kepala Badan

Karantina Pertanian atas nama Menteri.



Pasal 8

Selain Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5, dapat dilakukan pengawasan pelaksanaan Tindakan

Karantina di Negara Asal dan/atau Negara Transit.

Bagian Kedua

Persyaratan Tempat Tindakan Karantina

Pasal 9

(1) Tempat Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan administrasi

dan persyaratan teknis.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), untuk:

a. orang perseorangan meliputi:

1.

2
3.
4

surat permohonan sesuai dengan Format-1;
identitas Pemilik;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

surat pernyataan Tempat Tindakan Karantina
yang akan ditetapkan tidak dalam sengketa,
sesuai dengan Format-2; dan

surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang

karantina hewan, sesuai dengan Format-3; atau

b. badan hukum meliputi:

1.
2.

surat permohonan sesuai dengan Format-1;
akta pendirian perusahaan dan/atau
perubahannya;

identitas Pemilik /kuasanya;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

surat pernyataan Tempat Tindakan Karantina
yang akan ditetapkan tidak dalam sengketa,
sesuai dengan Format-2; dan

surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang

karantina hewan, sesuai dengan Format-3.



(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk orang perseorangan atau badan hukum harus
memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk
keperluan Tindakan Karantina.

Sarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) sesuai dengan jenis Media Pembawa.

Prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit tersedia:

a. pembatas fisik dengan lingkungan sekitar; dan

b. pemisah fisik dan ruang dengan Media Pembawa

lainnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Tempat Tindakan Karantina

Pasal 10

Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4), Pemilik atau kuasanya
mengajukan permohonan secara daring (online) kepada
Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Aplikasi
Penetapan Tempat Tindakan Karantina.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan
penggunaan Aplikasi Penetapan Tempat Tindakan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Karantina

Pertanian.

Pasal 11
Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1), paling lama 1 (satu) hari kerja telah selesai
memeriksa kelengkapan dan kebenaran permohonan

serta memberikan jawaban menerima atau menolak.



(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

-10 -

Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Pemilik atau kuasanya

disertai alasan penolakan.

Pasal 12
Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1), disampaikan kepada Kepala UPTKP
setempat untuk dilakukan penilaian kelayakan.
Kepala UPTKP setempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menugaskan Dokter Hewan Karantina untuk

melakukan penilaian kelayakan.

Pasal 13

Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat (2), melakukan penilaian kelayakan paling
lama S5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
penugasan.

Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memeriksa pemenuhan persyaratan
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaporkan oleh Dokter Hewan Karantina kepada
Kepala UPTKP setempat dalam bentuk rekomendasi
tertulis paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak

penilaian kelayakan selesai dilakukan.

Pasal 14

Kepala UPTKP setempat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (3) menyampaikan rekomendasi kepada
Kepala Badan Karantina Pertanian paling lama 1 (satu)
hari kerja terhitung sejak rekomendasi diterima.
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai dasar pertimbangan Kepala Badan Karantina
Pertanian dalam menolak atau menyetujui permohonan
penetapan Tempat Tindakan Karantina.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2):
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a. ditolak, disampaikan surat penolakan disertai
alasannya; atau

b. disetujui, ditetapkan Tempat Tindakan Karantina
oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama
Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

(4) Swurat penolakan atau Keputusan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Badan
Karantina Pertanian kepada Pemilik atau kuasanya
paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 15
Penetapan Tempat Tindakan Karantina sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berlaku selama 6

(enam) bulan.

Pasal 16
Format-1 sampai dengan Format-3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 17
Dalam hal Aplikasi Penetapan Tempat Tindakan Karantina
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengalami
gangguan (force majeur), permohonan dapat diajukan secara

manual.

BAB III
PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA DI LUAR TEMPAT
PEMASUKAN DAN TEMPAT PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18
Tindakan Karantina di luar Tempat Pemasukan dan/atau
Tempat Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) dapat dilakukan di:
a. Negara Asal dan/atau Negara Transit, untuk Media
Pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah

negara Republik Indonesia;



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

- 12 -

Tempat Asal, untuk Media Pembawa yang akan
dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik
Indonesia atau antar-Area; dan/atau

Tempat Tujuan, untuk Media Pembawa yang akan
dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia

atau antar-Area.

Bagian Kedua

Tindakan Karantina di Negara Asal

Pasal 19
Tindakan Karantina di Negara Asal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa pengawasan
terhadap Tindakan Karantina yang dilakukan oleh
otoritas veteriner di Negara Asal.
Tindakan Karantina dilakukan oleh otoritas veteriner di
Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan protokol karantina yang ditetapkan.
Pengawasan terhadap Tindakan Karantina sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan
Karantina setelah memperoleh izin dari pejabat
berwenang di Negara Asal.
Pasal 20
Dokter Hewan Karantina yang melakukan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3),
melakukan:
a. pengawasan terhadap Tindakan Karantina di Negara
Asal;
b. pemeriksaan administrasi dokumen karantina;
c. pengawasan saat proses pengangkutan dari tempat
tindakan karantina dan pengapalan; dan
d. pengawalan di atas alat angkut untuk pengamatan
dan perlakuan tertentu.
Apabila selama pengawalan di atas alat angkut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Media
Pembawa berupa Hewan ditemukan:
a. gejala klinis; dan/atau

b. terjadi perubahan status dan situasi di Negara Asal,



(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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dilakukan Tindakan Karantina di Tempat Pemasukan.
Apabila Media Pembawa berupa Produk Hewan dan
Benda Lain ditemukan kemasan tidak utuh atau rusak di

Tempat Pemasukan, dilakukan Tindakan Karantina.

Pasal 21

Media Pembawa berupa Hewan yang telah dilakukan
Tindakan Karantina di Negara Asal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dan tidak ditemukan
gejala klinis dan tidak terjadi perubahan status dan
situasi di Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2), dapat dilakukan pembebasan di Tempat
Pemasukan.

Media Pembawa berupa Produk Hewan dan Benda Lain
yang telah dilakukan Tindakan Karantina di Negara Asal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dan
kemasan utuh atau tidak rusak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (3), dapat dilakukan pembebasan di
Tempat Pemasukan.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan sertifikat

pelepasan.

Pasal 22

Tindakan Karantina di luar Tempat Pemasukan dapat

dilakukan jika:

a. Media Pembawa dilengkapi dengan sertifikat
kesehatan Hewan, sertifikat sanitasi, atau surat
keterangan Benda Lain; dan

b. memiliki Tempat Tindakan Karantina yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (3) huruf b atau Instalasi Karantina yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jika Pemilik atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
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dilakukan Tindakan Karantina di luar Tempat

Pemasukan.

Pasal 23
Pengangkutan Media Pembawa dari Tempat Pemasukan ke
Instalasi Karantina atau Tempat Tindakan Karantina,

dilakukan pengawalan oleh Petugas Karantina.

Pasal 24

(1) Dalam hal Tindakan Karantina di luar Tempat
Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat
(1) dilakukan di Instalasi Karantina atau Tempat
Tindakan Karantina yang berada di luar wilayah kerja
UPTKP Tempat Pemasukan, Media Pembawa
diserahterimakan kepada UPTKP yang terdekat dengan
Instalasi Karantina atau Tempat Tindakan Karantina.

(2) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab UPTKP yang terdekat dengan

Instalasi Karantina atau Tempat Tindakan Karantina.

Pasal 25
Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 26
Ketentuan mengenai pengawasan pelaksanaan Tindakan
Karantina di Negara Transit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Tindakan Karantina di Tempat Asal

Pasal 27
Tindakan Karantina di Tempat Asal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf b berupa pemeriksaan, pengasingan
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dan pengamatan, perlakuan, penolakan, pemusnahan, dan

pembebasan.

Pasal 28

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
dilakukan terhadap dokumen persyaratan dan fisik.

(2) Pemeriksaan  dokumen = persyaratan = sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kelengkapan,
kebenaran, dan keabsahan dokumen sesuai dengan jenis
Media Pembawa.

(3) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk:

a. mengetahui kesesuaian jenis dan jumlah; dan

b. mendeteksi keberadaan HPHK pada Media Pembawa.

Pasal 29

Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2):

a. dokumen tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah,
dilakukan penolakan untuk dikembalikan kepada Pemilik
atau kuasanya; atau

b. dokumen lengkap, benar, dan sah, dilakukan

pemeriksaan fisik.

Pasal 30

(1) Media Pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b,
dilakukan pengasingan dan pengamatan.

(2) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan di Instalasi Karantina atau
Tempat Tindakan Karantina.

(3) Pengasingan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan terhadap Media Pembawa untuk:
a. Tindakan Karantina lebih intensif; atau
b. mengamati lebih lanjut terhadap keberadaan HPHK.

(4) Selama masa pengasingan dan pengamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Media Pembawa dapat diberi



(1)

(2)

(1)

(2)
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perlakuan untuk tindakan promotif, preventif, dan/atau
kuratif.

Pasal 31

Apabila dalam masa pengasingan dan pengamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4):

a. ditemukan gejala klinis HPHK Golongan I, dilakukan
pemusnahan;

b. ditemukan gejala klinis HPHK Golongan II,
dilakukan perlakuan; atau

c. tidak ditemukan gejala klinis HPHK, dilakukan
pembebasan.

Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. dapat dibebaskan dari HPHK Golongan II, dilakukan
pembebasan; atau

b. tidak dapat dibebaskan dari HPHK Golongan II,
dilakukan pemusnahan.

Pasal 32

Terhadap Media Pembawa yang telah memenuhi

dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 28

ayat (2), dapat dilakukan pembebasan apabila:

a. setelah pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 huruf b tidak tertular HPHK;

b. dalam masa pengasingan dan pengamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf c tidak tertular HPHK; atau

c. setelah perlakuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) huruf a dapat dibebaskan dari
HPHK Golongan II.

Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan.

Bagian Keempat

Tindakan Karantina di Tempat Tujuan

Pasal 33

Tindakan Karantina di Tempat Tujuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 huruf c dilakukan terhadap pemasukan Media

Pembawa yang:



(1)

(2)

(3)

(4)
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telah dilakukan Tindakan Karantina di Negara Asal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20;
telah dilakukan Tindakan Karantina di Tempat Asal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 32; atau

belum dilakukan Tindakan Karantina di Negara Asal atau
Tempat Asal.

Pasal 34
Media Pembawa yang telah dilakukan Tindakan
Karantina di Negara Asal atau Tempat Asal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dan huruf b, dapat
dilakukan Tindakan Karantina berupa pemeriksaan,
pengasingan dan pengamatan, perlakuan, dan/atau
pembebasan.
Media Pembawa yang belum dilakukan Tindakan
Karantina di Negara Asal atau Tempat Asal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat dilakukan
Tindakan Karantina berupa pemeriksaan, pengasingan
dan pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan,
pemusnahan, dan pembebasan.
Ketentuan mengenai Tindakan Karantina di Tempat Asal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 31 berlaku secara mutatis terhadap Tindakan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).
Tindakan Karantina berupa pembebasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menerbitkan sertifikat pelepasan.

Pasal 35

Tindakan Karantina di Tempat Asal dan Tempat Tujuan

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan.

BAB IV
BIAYA JASA TINDAKAN KARANTINA

Pasal 36

Biaya atas jasa pelaksanaan Tindakan Karantina menjadi

tanggung jawab Pemilik atau kuasanya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 April 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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ttd

AMRAN SULAIMAN
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Format-1

KOP (BADAN HUKUM)/
TANPA KOP (ORANG PERSEORANGAN)

Lokasi badan hukum/orang perseorangan, tanggal, bulan dan tahun

Nomor

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal :  Permohonan Penetapan Tempat Tindakan Karantina (TTK)
untuk Impor/Ekspor/Antar-Area Media Pembawa (Hewan,
BAH, HBAH, dan/atau Benda Lain)

Yth.

Kepala Badan Karantina Pertanian
c/q. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

2. Jabatan : ... (untuk badan hukum)
3. Nama Perusahaan : ... (untuk badan hukum)
4. Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan penetapan Tempat Tindakan

Karantina untuk impor/ekspor/antar-Area dengan data sebagai berikut:

1. Data Media Pembawa:

Jenis
Tingkat Negara/Area
No. Media Jumlah Peruntukan
Olahan Asal/Tujuan
Pembawa

2. Pelabuhan Asal: ...



S
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Pelabuhan Tujuan: ...

Jadwal Rencana Pemasukan/Pengeluaran: ...

Alamat lengkap calon lokasi Tempat Tindakan Karantina: ...

Jarak calon lokasi Tempat Tindakan Karantina dengan Pelabuhan
Pemasukan: ... km.

Kapasitas/Daya Tampung Tempat Tindakan Karantina: ...

Dokter Hewan Penanggung Jawab Tempat Tindakan Karantina: ...

Laporan Penggunaan Tempat Tindakan Karantina: ...

Sebagai kelengkapan bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan

sebagai berikut:

1.
2.
3.

fotokopi Kartu Identitas (KTP/SIM) Pemilik/kuasanya;

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

fotokopi akta pendirian badan hukum beserta perubahannya yang
terakhir dan pengesahannya;

surat keputusan pengangkatan dan ijazah dari dokter hewan bukan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai karyawan badan hukum
bersangkutan, dengan tugas untuk mengawasi dan bertanggung jawab
penuh terhadap Media Pembawa yang berisiko tinggi di Tempat
Tindakan Karantina;

surat pernyataan Tempat Tindakan Karantina yang akan ditetapkan
tidak dalam sengketa; dan

surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang karantina hewan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan

terima kasih.

Pemohon,

tanda tangan

(dan stempel untuk badan hukum)

(Nama lengkap)

Tembusan Yth.:
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Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Kelas [/II Karantina Pertanian ...

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENETAPAN TEMPAT

Lokasi

Perihal

Nama

Jabatan

Nama Perusahaan

Alamat

Jenis Media Pembawa

Jumlah

Tingkat Olahan

Negara/Area Asal/Tujuan

TINDAKAN KARANTINA

: domisili Pemilik (badan hukum/orang

perseorangan/kuasanya).

: komoditas/Media Pembawa yang akan

diimpor/diekspor/diantarareakan.

: Pemilik (badan hukum/orang

perseorangan/kuasanya).

: Pemilik /Direktur Utama/kuasa direksi

yang telah disahkan Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, untuk pemohon

badan hukum.

: sesuai dengan akta badan hukum dan

perubahannya, untuk pemohon badan

hukum.

: Pemilik (badan hukum /orang

perseorangan/kuasanya).

: nama jenis komoditas yang akan

dibawa/dikirim dalam keadaan hidup
dan/atau berupa produk, contoh sapi
potong, sapi bibit, sapi pejantan bibit,
sapi perah, daging sapi, jeroan sapi, Meat
Bone Meal/ MBM, Poultry Meat
Meal/PMM.

: ekor (Hewan), kilogram (Produk Hewan),

lembar (kulit mentah), kemasan (bahan
biologik, @ bahan diagnostik, bahan
reproduksi), butir (telur bibit/tunas/
SPF).

: tingkat proses/pengolahan komoditas

(khusus Produk Hewan), contoh daging

sapi segar, kulit mentah, finish leather.

: sesuai dengan permohonan.



Peruntukan

Pelabuhan Asal

Pelabuhan Tujuan

Jadwal Rencana Pemasukan/
Pengeluaran

Alamat Lengkap Lokasi Tempat

Tindakan Karantina

Kapasitas/Daya Tampung

Tempat Tindakan Karantina

Dokter Hewan Penanggung Jawab

Tempat Tindakan Karantina

Pemohon

Tembusan Yth.

:nama Unit
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: contoh untuk industri, pangan/
konsumsi manusia, pakan, farmasi,
kosmetik.

: sesuai dengan permohonan.

: sesuai dengan permohonan.

: sesuai dengan permohonan.

: Tempat Tindakan  Karantina yang
dimohonkan ditetapkan dalam

Keputusan Menteri.

: daya tampung lokasi/gudang/kandang

sesuai dengan jenis Media Pembawa yang
akan dilakukan penilaian sebagai calon

Tempat Tindakan Karantina.

: dokter hewan yang diangkat sebagai

karyawan perusahaan (bukan PNS)

dengan tugas untuk mengawasi dan
bertanggung jawab penuh terhadap
Media Pembawa di Tempat Tindakan

Karantina.

: nama lengkap Pemilik /kuasanya disertai

tandatangan, dan stempel basah untuk
badan hukum.
(UPT)

Pertanian Tempat

Pelayanan Teknis
Badan Karantina

Pemasukan.
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Format-2

KOP (BADAN HUKUM)/
TANPA KOP (ORANG PERSEORANGAN)

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN LAHAN DAN BANGUNAN
SERTA TIDAK BERSTATUS SENGKETA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas (KTP/NIK) : ...

Jabatan . ... (untuk badan hukum)
Alamat

Nomor Hp./Telepon

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Lahan dan bangunan yang beralamat di ....................... yang digunakan
sebagai Tempat Tindakan Karantina di bawah penguasaan kami dan
tidak berstatus dalam sengketa atau bermasalah dengan pihak mana
pun; dan

2. Apabila ternyata lokasi Tempat Tindakan Karantina tersebut bermasalah
dengan pihak lain, penetapan Tempat Tindakan Karantina milik kami

bersedia untuk dicabut/dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Pemilik /Kuasanya,

Materai Rp.6.000,-

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
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Format-3

KOP (BADAN HUKUM)/
TANPA KOP (ORANG PERSEORANGAN)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KARANTINA HEWAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
No. Identitas (KTP/NIK) : ...
Jabatan : ... (untuk badan hukum)

Alamat

Nomor Hp./Telepon
Dengan ini menyatakan bersedia mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

Pemilik /Kuasanya,

Materai Rp.6.000,-

Tanda Tangan

(Nama Lengkap)
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